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TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA 
BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK 

I. UMUM 

Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undang untuk mengemban 
tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia 
merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan 
tersebut termasuk upaya untuk mendorong pendalaman pasar keuangan 
khususnya pasar valuta asing domestik. Pendalaman pasar valuta asing 
domestik merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan melalui pemberian 
panduan transaksi yang lebih jelas dan fleksibilitas bagi pelaku ekonomi  
dalam melakukan transaksi valuta asing untuk mendukung kegiatan 
ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu melakukan 
penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan Transaksi Valuta Asing 
Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, melalui pengaturan 
yang komprehensif untuk meminimalkan Transaksi Valuta Asing Terhadap 
Rupiah yang bersifat spekulatif dan dengan tetap mendukung kelancaran 
aktivitas di sektor riil.  

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
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Pasal 2 

Ayat (1) 

Pihak domestik meliputi Nasabah dan Bank. 

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah konfirmasi tertulis yang 
menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa dealing 
conversation, SWIFT, atau konfirmasi tertulis lainnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “kuotasi harga (kurs) valuta asing 
terhadap Rupiah” adalah harga (kurs) beli dan/atau harga (kurs) 
jual valuta asing terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank dan 
menjadi dasar kesepakatan untuk melakukan transaksi.  

Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri 
antara lain berupa kegiatan usaha pedagang valuta asing.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “direct investment” adalah investasi 
langsung Nasabah ke luar negeri. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Dalam hal perusahaan transfer dana menerima perintah 
nasabahnya untuk melakukan pembelian valuta asing untuk 
memenuhi kebutuhan transfer nasabahnya, perintah 
nasabah dimaksud tidak dapat menjadi Underlying Transaksi. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
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Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” 
untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah 
penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual 
dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah sebesar nilai 
penuh nominal transaksi atau ekuivalennya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Huruf a  

Yang dimaksud dengan ”dokumen Underlying Transaksi yang 
bersifat final” adalah dokumen yang tidak akan mengalami 
perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan 
kebutuhannya. 

Huruf b 

Angka 1  

Cukup jelas. 

Angka 2  

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain 
Bank, yang dimaksud dengan “pihak yang 
berwenang” adalah pejabat yang mewakili badan 
usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat 
yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.  

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang 
dimaksud dengan ”pihak yang berwenang” adalah 
dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa. 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


No.5581 4

Ayat (2) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”dokumen Underlying Transaksi yang 
bersifat final” adalah dokumen yang tidak akan mengalami 
perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan 
kebutuhannya. 

Huruf b 
Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, 
yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah 
pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran 
dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan 
surat kuasa.  
Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang dimaksud 
dengan ”pihak yang berwenang” adalah dirinya sendiri atau 
pihak yang diberi kuasa. 

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan ”pernyataan yang authenticated” adalah 
pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya 
secara sistem. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
 Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “structured product” adalah produk yang 
dikeluarkan oleh Bank yang merupakan kombinasi berbagai 
instrumen dengan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap 
Rupiah, untuk tujuan mendapatkan tambahan income (return 
enhancement) yang dapat mendorong Transaksi Valuta Asing 
Terhadap Rupiah untuk tujuan spekulatif dan dapat menimbulkan 
ketidakstabilan nilai Rupiah. 
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Ayat (2) 

Termasuk Bank sebagai agen penjual structured product luar 
negeri (offshore product) yang terkait dengan valuta asing terhadap 
Rupiah.  

Pasal 17 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Kredit atau Pembiayaan” adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga atau imbalan, termasuk pengambilalihan 
tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan 
pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.  

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekspor dan/atau impor” adalah: 

a. mengirimkan barang dan/atau jasa ke luar wilayah Indonesia 
(ekspor); 

b. memasukkan barang dan/atau jasa ke dalam wilayah 
Indonesia (impor); dan/atau 

c. kegiatan perdagangan dalam negeri terkait dengan huruf a dan 
huruf b tersebut diatas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “cerukan” adalah saldo negatif pada 
rekening giro Nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir 
hari. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas.  

Pasal 21 

Cukup jelas. 
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Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 
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